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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pengenaan sanksi dalam 

penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di DKI Jakarta dapat dilihat 

dari perspektif kombinasi teori Riant Nugroho dan teori dari William N Dunn. 

Dari sisi evaluasi proses formulasi/penyusunan kebijakan, kebijakan 

pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dinilai sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, meskipun di awal 

pandemi kebijakan pengenaan sanksi ini dituangkan dalam bentuk Peraturan 

Gubernur, namun tidak bertentangan dengan Hukum Tata Negara Darurat 

untuk kemudian disempurnakan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. 

Evaluasi implementasi kebijakan pengenaan sanksi dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

penegakan disiplin protokol kesehatan didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Dilihat dari kriteria efektivitas, kebijakan pengenaan sanksi bagi pelanggar 

protokol kesehatan COVID-19 efektif diberlakukan di DKI Jakarta meskipun 

terdapat sedikit kekurangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tren penurunan 

jumlah pelanggaran dan tingkat penyebaran COVID-19 yang mulai 

menurun. Disisi lain reward and punishment yang tegas dari Satgas 

COVID-19 internal perkantoran maupun tempat usaha ternyata juga 

berpengaruh dalam keberhasilan penerapan disiplin protokol kesehatan 

COVID-19; 

2. Dilihat dari kriteria efisiensi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan 

masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dari sisi kesiapan sumber daya 

manusia, finansial, sarana prasana dinilai cukup memadai. Adanya 

partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat nyatanya 

mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Selain itu mekanisme 

pelaksanaan sidang ditempat dinilai lebih efisien dibandingkan menggelar 
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sidang yustisi secara khusus yang mengharuskan untuk mengalokasikan 

tempat, waktu dan sumber daya manusia secara khusus.  

3. Dilihat dari kriteria Kecukupan, sosialisasi dan edukasi terus digencarkan 

oleh pemerintah daerah melalui berbagai media. Peran Pers juga ikut 

dihadirkan dalam setiap proses spengenaan sanksi sebagai bentuk 

transfer pengetahuan kepada masyarakat. Dukungan dan kolaborasi 

dengan instansi terkait nyatanya juga diperlukan dalam Upaya menekan 

penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta; 

4. Dilihat dari kriteria Perataan, kebijakan pengenaan sanksi sudah merata 

diberlakukan di berbagai tingkatan masyarakat. Besaran sanksi yang 

diberikan fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dan profil masyarakat. 

5. Dilihat dari kriteria Responsivitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat 

terbuka dalam merespon setiap pengaduan, masukan, kritikan bahkan 

berita hoax sekalipun. dengan memanfaatkan aplikasi JAKI dan juga sosial 

media.  

6. Dilihat dari kriteria Ketepatan, kebijakan pengenaan sanksi sudah tepat 

diberlakukan di DKI Jakarta mengingat masyarakat Jakarta sangat 

heterogen sehingga informasi mudah diterima dan dipahami dengan baik. 

Pengaturan terkait pengenaan sanksi juga sudah tepat diserahkan di 

masing-masing daerah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal 

setempat. 

Terdapat faktor-faktor lingkungan di luar kebijakan yang nyatanya 

mempengaruhi implementasi pengenaan sanksi bagi pelanggar disiplin 

protokol kesehatan. Faktor positif yang mempengaruhi antara lain 1) adanya 

regulasi dan SOP yang dibuat jelas dan mendetail serta teamwork yang solid, 

2) sarana dan prasarana yang mendukung serta adanya kolaborasi dengan 

berbagai pihak, 3) adanya dukungan teknologi informasi berupa Aplikasi JAKI 

yang mempermudah petugas pelaksana dalam melakukan pengawasan dan 

penegakan disiplin protokol kesehatan. Sedangkan faktor-faktor penghambat 

implementasi antara lain 1) Persepsi dan keyakinan masyarakat, baik oleh 

keyakinan pribadi maupun yang dipengaruhi oleh publik figur atau tokoh 

tertentu, 2) Tuntutan kebutuhan hidup masyarakat (ekonomi) yang tidak bisa 
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ditunda, 3) Kejenuhan, baik yang dirasakan oleh masyarakat maupun oleh 

petugas pelaksana penegakan disiplin protokol kesehatan.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat 

dirumuskan saran dan rekomendasi untuk strategi peningkatan kinerja 

penegakan disiplin protokol kesehatan di DKI Jakarta, antara lain:  

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar segera menginisiasi  

revisi Peraturan Daerah Provinsi Darerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang didalamnya juga mengatur 

terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta 

pelindungan masyarakat yang mengakomodir situasi normal dan juga 

situasi bencana serta mengatur mekanisme pengenaan sanksi bagi 

pelanggarnya. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga perlu menginisiasi 

Pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Petunjuk 

Pelaksanaan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum.  

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif perlu menginisiasi revisi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Pariwisata yang di dalamnya juga memuat mengenai prosedur 

penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pada situasi normal dan 

situasi bencana, serta mengharuskan pelaku usaha pariwisata untuk 

menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan protokol kesehatan 

seperti penyediaan tempat cuci tangan, handsanitizer maupun masker dan 

pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung serta penjadwalan disinfektan 

tempat usaha pariwisata secara teratur.  

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 

dan Energi agar segera menginisiasi Pembentukan Peraturan Daerah 

maupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur protokol kerja dan 

protokol kesehatan di perusahaan dan mendorong perusahaan untuk 

membentuk Satuan Tugas Internal untuk mengawasi penerapan protokol 
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kerja dan protokol kesehatan serta pengaturan sanksi bagi 

pegawai/karyawan yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu 

didalamnya juga perlu memuat kewajiban perusahaan/tempat kerja untuk 

menyediakan fasilitas yang mendukung upaya penerapan protokol 

kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, handsanitizer maupun 

masker bagi pegawai, penjadwalan disinfektan tempat usaha pariwisata 

secara teratur, penyediaan fasilitas transportasi antar-jemput karyawan, 

medical check up dan tes kesehatan lainnya yang menunjang kesehatan 

pegawai/karyawan di perusahaan tersebut.  

5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik diharapkan dapat menginisiasi Pembentukan Peraturan 

Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang 

Pedoman Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk 

mengakomodir isu-isu dan krisis yang berkaitan dengan bencana alam 

maupun bencana non alam. 

6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan Mental dan 

Spiritual diharapkan dapat menginisiasi Pembentukan Peraturan Daerah 

maupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman 

Peribadatan bagi Masyarakat dalam situasi bencana.  
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